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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2022/PA.Tgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON,  NIK  6402092810940001,  tempat  dan  tanggal  lahir

Semayang,  28  Oktober  1994,  agama  Islam,

pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx,  tempat kediaman di Jl. Awang Long RT

13  No.24,  xxxx  xxxx  xxxxxx  xxxx  xxxxxxxxx

xxxx  xxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxx  xxxxxxxxxxx,

sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 6402115005960001, tempat dan tanggal lahir Bukit

Jering, 10 Mei 1996, agama Islam, pendidikan

SLTP,  pekerjaan  xxx  xxxxx  xxxxxx,  tempat

kediaman di Perum Awang Asidin RT 20, xxxx

xxxx  xxxxxx  xxx  xxxxxxxxx  xxxx  xxxxxx,

Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

08  Februari  2022 yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Tenggarong pada  hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor

296/Pdt.G/2022/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa Pemohon dan Termohon   adalah suami isteri  sah,  menikah pada

tanggal  04 Oktober 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Muara  Kaman  sebagaimana  tercatat  dalam

Kutipan Akta Nikah Nomor :  347/35/X/2014, tanggal  14 Oktober 2014; 

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Pemohon  dan  Termohon  bertempat

tinggal  di rumah Pemohon di Dusun Tanah Pindah Desa Kota Bangun Ilir; 

3. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  Pemohon  dan  Termohon  telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

    - XXX, lahir di Kota Bangun, tanggal 28 Januari 2015; 

    - XXX, lahir di Bukit Jering, tanggal 25 Oktober 2016

4. Bahwa  sejak  September  2018  ketentraman  dan  keharmonisan  rumah

tangga  Pemohon  dan  Termohon  mulai  goyah,  antara  Pemohon  dan

Termohon sering  terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

5. Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dan

Termohon dikarenakan oleh:

5.1. Termohon sering  pulang ke  rumah orang  tuanya  dan  kadang baru

kembali  setelah  2  (dua)  minggu  bahkan  sampai  1  (satu)  bulan

lamanya;  

5.2. Termohon  sering  berhutang  kepada  orang  lain  tanpa  setahu  dan

seizin Pemohon;  

5.3. Termohon juga sering berkata kasar terhadap Pemohon dan pernah

beberapa kali meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;  

6. Bahwa  Pemohon   telah  berusaha  bersabar  atas  sikap  Termohon  demi

keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak ada itikad

baik  dari  Termohon untuk  merubah sikapnya  sehingga  perselisihan  dan

pertengkaran tidak  dapat  dihindari  antara  Pemohon dan Termohon yang

akibatnya  Pemohon  merasa  tidak  sanggup  lagi  untuk  membina  rumah

tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon; 

7. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dan

Termohon  tersebut  terjadi  pada  sekitar  Agustus  2019,  yang  akibatnya 

Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon  meninggalkan tempat

kediaman bersama dan hingga kini tidak pernah kembali; 
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8. Bahwa  atas  sikap  dan  tindakan  Termohon   tersebut,  sulit  rasanya  bagi

Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun,

damai  dan  bahagia  bersama  Termohon,  oleh  karena  itu  Pemohon

mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong; 

Bahwa  berdasarkan  dalil/alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Pemohon

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim

yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  

2.  Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Syahidi Fatur Rahman  bin

Baihaqi)  untuk menjatuhkan talak satu raj'i  terhadap Termohon  (Rodah

Hatimah binti  Aidi) di depan Sidang Pengadilan Agama Tenggarong;  

3.  Membebankan  biaya  perkara  ini  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang

berlaku. 

SUBSIDAIR:

Apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain  mohon  putusan  yang

seadil-adilnya; 

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak

pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai  wakil  atau  kuasanya,

meskipun menurut  relaas panggilan,  Termohon telah dipanggil  secara  resmi

dan patut,  sedang ternyata tidak datangnya itu  tidak disebabkan oleh suatu

alasan yang sah;

Bahwa  Majelis  telah  berusaha  mendamaikan  dengan  menasihati

Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak

berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka

usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan  Pemohon  yang isinya

tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya  Pemohon  telah

mengajukan alat bukti berupa : 
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A. Bukti Surat :

- Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Muara  Kaman,  xxxxxxxxx  xxxxx  xxxxxxxxxxx,  Nomor  347/35/X/2014,

tanggal  14 Oktober 2014, bermaterai cukup, berikut aslinya, dan setelah

diperiksa telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P);

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI  1,  umur  40  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan  Swasta,   bertempat   tinggal  di   Desa  Kota  Bangun  Ilir,

Kecamatan  Kota  Bangun, xxxxxxxxx  xxxxx  xxxxxxxxxxx,  di  bawah

sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon kerena saksi

adalah XXX  Pemohon;

- Bahwa,  saksi  Pemohon  dan  Termohon  adalah  sebagai  pasangan

suami istri;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon

tinggal bersama di Kota Bangun Ilir, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak ;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  awalnya  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon rukun dan harmonis, sejak September 2018 sudah tidak

harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa,  saksi  pernah  mendengar  Pemohon  dan  Termohon

bertengkar  dan  Pemohon  sering  mengeluhkan  kondisi  rumah

tangganya kepada saksi;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering pulang ke

rumah orang  tua  Termohon  hingga  berminggu-minggu  dan  sering

berutang kepada orang lain tan sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa saaksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran lainnya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga

dalam tenggat waktu dua tahun enam bulan hingga saat ini;

- Bahwa  Termohon  yang  pergi  meninggalkan  tempat  kediaman

bersama;
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- Bahwa,  selama  berpisah  tersebut  keduanya  sudah  tidak  pernah

saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;

- Bahwa  saksi  tidak  sanggup  untuk  merukunkan  Pemohon  dan

Termohon;

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. SAKSI  2,  umur  33  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan  Swasta,  bertempat  tinggal  di   Desa  Kota  Bangun  Ilir,

Kecamatan  Kota  Bangun, xxxxxxxxx  xxxxx  xxxxxxxxxxx,  di  bawah

sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon kerena saksi

adalah XXX  Pemohon;

- Bahwa,  saksi  Pemohon  dan  Termohon  adalah  sebagai  pasangan

suami istri;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon

tinggal bersama di Kelurahan Kota Bangun Dalam, Kecamatan Kota

Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa Pemohon dan Termohon  telah dikaruniai dua orang anak ;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  awalnya  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon rukun dan harmonis, sejak September 2018 sudah tidak

harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa,  saksi  pernah  mendengar  Pemohon  dan  Termohon

bertengkar  dan  Pemohon  mengeluhkan  kondisi  rumah  tangganya

kepada saksi;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering pulang ke

rumah orang  tua  Termohon  hingga  berminggu-minggu  dan  sering

berutang kepada orang lain tan sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa Termohon baru pulang jika dijemput Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga

dalam tenggat waktu dua tahun enam bulan hingga saat ini;

- Bahwa  Termohon  yang  pergi  meninggalkan  tempat  kediaman

bersama;
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- Bahwa,  selama  berpisah  tersebut  keduanya  sudah  tidak  pernah

saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;

- Bahwa  saksi  tidak  sanggup  untuk  merukunkan  Pemohon  dan

Termohon;

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa,  Pemohon  telah  memberikan  kesimpulan  tetap  dengan

permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga serta

mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini  cukup ditunjuk segala

hal  yang  telah  termuat  dalam  berita  acara  persidangan  perkara  ini  yang

dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan  permohonan Pemohon adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  Pemohon telah  datang  menghadap  sendiri  (in

person)  di  persidangan,  sedangkan  Termohon tidak  pernah  hadir  di

persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya

yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak

ternyata  ketidakhadiran  Termohon  itu  disebabkan  suatu  alasan  yang  sah

menurut hukum (default without reason) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka

harus  dinyatakan  Termohon tidak  hadir  dan  perkara  a  quo dapat  diperiksa

tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dan  Termohon  beragama  Islam  dan

perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu

berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun  1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-

Undang Nomor  7  Tahun  1989 Tentang Peradilan  Agama yang  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  Pengadilan  Agama  berwenang

memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
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Menimbang,  bahwa  Majelis  telah  berusaha  mendamaikan  dengan

menasihati  Pemohon agar  bersabar  dan  rukun  kembali  dengan  Termohon,

sebagaimana  ketentuan  pasal  39  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun

1974 jo  pasal  82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia  (PERMA)  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di

Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus

dilaksanakan mediasi,  akan tetapi  dalam perkara yang bersangkutan karena

pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  tidak  hadirnya  Termohon  di  persidangan,  dapat

dianggap  tidak  bermaksud  untuk  mempertahankan  hak-hak  keperdataannya

dan  atau  membela  kepentingannya  di  persidangan,  mengakui  dan

membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon,

sedangkan permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum, oleh

karena  itu  seluruh  dalil-dalil  permohonan  Pemohon  harus  dinyatakan  telah

terbukti;

Menimbang,  bahwa Majelis sependapat dan mengambil  alih pendapat

ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين

فلم يجب فهو ظالم ل حق له
Artinya: “Barang  siapa  yang  dipanggil  untuk  menghadap  Hakim  Islam,

kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan

gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan

yang telah dilangsungkan oleh Pemohon dan Termohon di hadapan pejabat   

dari  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Kota  Bangun,  xxxxxxxxx  xxxxx

xxxxxxxxxxx,  dan menerangkan bahwa kondisi  rumah tangga Pemohon dan

Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki
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legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama

Tenggarong, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor  9  Tahun  1975  jo.  Pasal  73  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka

pemeriksaan  perkara  ini  dilakukan  dalam  sidang  tertutup  untuk  umum,

sehingga dengan demikian Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan  perubahan  kedua  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan  Agama,  jo.  Pasal  35  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975

tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1)

mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Pemohon dan oleh

karena  petitum  tersebut  sangat  erat  kaitannya  dengan  petitum  Pemohon

lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan

petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan

mempertimbangkan petitum berikutnya  sebagai  landasan apakah petitum ini

dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang,  bahwa Pemohon pada  petitum permohonannya  angka  (2)

telah mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk

menjatuhkan talak satu raj’i  terhadap Termohon di  depan sidang Pengadilan

Agama Tenggarong dan  Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai

berikut:

Menimbang,  bahwa  untuk  maksud  dan  tujuan  tersebut,  Pemohon

mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga

Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan

pertengkaran  yang  terus-menerus  yang  sulit  untuk  dirukunkan,  yang

penyebabnya  adalah  karena  Termohon  sering  pulang  ke  rumah  orang  tua

Termohon hingga berminggu-minggu dan sering berutang kepada orang lain tan
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sepengetahuan  Pemohon,  dikarenakan  hal  tersebut  perselisihan  dan

pertengakaran semakin sulit untuk dihindari dengan alasan yang sama, yang

mengakibatkan  mereka  telah  pisah  tempat  kediaman  bersama  sejak  bulan

Agustus 2019 yang lalu;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  pernah  datang

menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan

patut, maka Termohon telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa

Termohon  telah  mengakui  dalil  dan  alasan  permohonan  Pemohon  tersebut,

namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya

pengakuan  semata  belumlah  cukup  dijadikan  dasar  untuk  mengabulkan

permohonan Pemohon. Hal ini  dimaksudkan agar pasangan suami istri  tidak

terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila

perceraian  tersebut  dilakukan  sewenang-wenang  tanpa  alasan  yang  benar-

benar  dapat  dipertanggungjawabkan.  Hal  ini  sejalan  dengan  maksud  hadis

Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar sebagai berikut:

ضض له الللى لل الحل أبغ زز الللل زل علل ططل وجلل ابللن و)لل 2178 (داود ابللو رواه. (ضق ال

)الإسناد صحيح: اللمستدرك في الحاكم وقال) 2018 (ماجه

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza wa Jalla adalah talak .”

(Hadis ini  diriwayatkan oleh Abu Daud,  no.  hadis:  2178 dan Ibn Majah,  no.

hadis:  2018. Al-Hakim dalam  al-Mustadrak  berkata, “Sanad hadis ini  sahih”).

Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan siapa mendalilkan

sesuatu harus membuktikan, maka Pemohon dalam perkara ini dibebani wajib

pembuktian;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah diberi  kesempatan

untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonannya,  dan  untuk  itu  Pemohon

mengajukan bukti surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  surat  (P.1)  berupa  Fotokopi

Kutipan  Akta  Nikah  dari  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Kota  Bangun,

xxxxxxxxx  xxxxx  xxxxxxxxxxx,  yang  menerangkan  telah  terjadi  pernikahan

antara  Pemohon  dan  Termohon  pada  tanggal  04  Oktober  2015, Majelis

berpendapat  alat  bukti  tersebut  telah  memenuhi  persyaratan  formil  karena

merupakan fotokopi sah dari  suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat
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bukti,  telah  diberi  meterai  cukup  sebagaimana  maksud  Pasal  285  dan  301

R.Bg.,  juncto Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun

2020  Tentang  Biaya  Meterai dan  telah  di-nazegelen,  secara  materiil  dapat

dipertimbangkan  karena alat  bukti  tersebut  memuat  keterangan  yang

menguatkan dan relevan dengan dalil  permohonan Pemohon sehingga harus

dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima sehingga

telah terbukti  bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam

perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari

Termohon dikarenakan ketidakhadiran Termohon, akan tetapi karena perkara ini

menyangkut  perkara  perceraian  maka  untuk  memastikan  permohonan  cerai

Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim menyatakan

perlu memeriksa saksi-saksi Pemohon untuk mengetahui mengenai kebenaran

adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang,  bahwa  untuk  maksud  diatas  dan  memenuhi  ketentuan

Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  Majelis  Hakim  telah

mendengar keterangan 2 (dua) orang sebagai saksi Pemohon, yaitu : SAKSI 1

sebagai XXX Pemohon dan  SAKSI 2 sebagai XXX Pemohon, yang masing-

masing  menerangkan  dibawah  sumpah  dengan  keterangan  yang  saling

berhubungan dan menguatkan satu sama lain  sebagaimana tertuang dalam

duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan

Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah

memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg.

sehingga  dapat  diterima  dan  secara  materiil  dapat  dipertimbangkan  karena

keterangannya  saling  bersesuaian  dan  saling  menguatkan  serta  relevan

dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308-

309 R.Bg.; 
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat-alat  bukti  tersebut  yang

dihubungkan  dengan  dalil-dalil  permohonan  Pemohon,  maka  Majelis

menemukan fakta-fakta sebagai berikut: 

- Bahwa,  Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami  istri  yang sah,

menikah tanggal 04 Oktober 2015  di Kantor  Urusan   Agama   Kecamatan

Kota Bangun, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx;

- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai

dua orang anak;

- Bahwa,  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sejak  September  2018

sudah  tidak  harmonis  lagi  karena  telah  terjadi  pertengkaran  disebabkan

karena  Termohon  sering  pulang  ke  rumah  orang  tua  Termohon  hingga

berminggu-minggu  dan  sering  berutang  kepada  orang  lain  tan

sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa,  saat  ini  Pemohon dan  Termohon  sudah  berpisah  tempat  tinggal

dalam tenggat  waktu  dua  tahun  enam  bulan  yang  lalu  dan  tidak  saling

memperdulikan;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon

dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut,  Majelis  Hakim

berpendapat  bahwa fakta tersebut  telah sesuai  dengan ketentuan Pasal  19

huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

(b dan f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga  Pemohon

dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga  (onheelbaare

tweespalt),  Selain  itu   saat  sekarang  Pemohon  dan  Termohon  telah  pisah

rumah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage)

dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dan maksud bunyi Pasal

65 dan 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
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2009,  jo.  Pasal  143  Kompilasi  Hukum Islam,  Majelis  Hakim telah  berupaya

mendamaikan dengan menasihati  Pemohon agar rukun kembali,  akan tetapi

tidak  berhasil.  Oleh  karenanya  Majelis  Hakim  berkesimpulan,  bahwa  rumah

tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk

rukun kembali, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah

(bahagia), mawaddah (tenteram) dan rahmah (penuh kasih sayang) sulit untuk

terwujud.  Sebagaimana  yang  dikehendaki  dalam  Pasal  1  Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974,  yang  berbunyi  :  “Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan

membentuk  keluarga,  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan

Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  dan  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam,  yang

berbunyi : ”Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

yang sakinah,  mawaddah,  dan rahmah”,  serta  firman Allah  SWT.  dalam Al-

Quran surat Ar-Ruum (30) : 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسلكم ازواجلا لتسلكنوا

اليها وجعل بينكم مللودة ورحمللة  ان فللى ذلللك ليللات

لقوم يتفكرون
Artinya:  “Dan  diantara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan

untukmu istri-istri  dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  di  antaramu  rasa

kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang,  bahwa hal  ini  sesuai  pula dengan pernyataan  Ibnu Sina

yang  dikutip  oleh  Sayyid  Sabiq  dalam  kitabnya  Fiqhu  As-  Sunnah Juz  II

Halaman 244, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi

sebagai berikut;

فكلما اجتهد فى الجمللع بينهمللا زاد الشللر و النبللو (اي

الخلاف) وتنغصت المعايش
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Artinya : “….. jika rumah tangga dipaksakan untuk tetap kumpul kembali dalam

rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan

meruncingkan  perselisihan,  sehingga  rumah  tangganya  akan

bertambah suram”;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  sependapat  dengan  Yurisprudensi

Mahkamah  Agung  RI  Nomor  379  K/AG/1995  tanggal  22  Maret  1997  yang

mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari

rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali

seperti  semula,  berarti  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

keduanya;

Menimbang,  bahwa  perbuatan  talak  adalah  suatu  perbuatan  yang

dibenci  oleh  Allah  SWT.  dan  agama,  namun  demikian  jika  Pemohon  dan

Termohon sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka

jalan  yang  terbaik  adalah  cerai  dengan  cara  baik-baik,  sesuai  dengan

pernyataan  Al-Quran surat  Al-Baqarah ayat  229,  yang  diambil  alih  menjadi

pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

الطلق مرتلللان فإمسلللاك بمعلللرواف اوتسلللريح

بإحسان
Artinya :  “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi

dengan  cara  yang  makruf,  atau  menceraikan  dengan  cara  yang

baik”;

Menimbang,  bahwa  hukum  perceraian  menurut  Islam  berkisar  pada

hukum  haram,  wajib,  sunat,  mubah  dan  makruh,  dan  dalam  perkara  ini

perceraian  menjadi  diperbolehkan  dan  oleh  karena  Imsak  bil  Ma’ruf tidak

berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

diatas, Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon

telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975,  pasal  116  huruf  (b  dan  f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka
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permohonan  Pemohon  untuk  diberi  izin  untuk  mengikrarkan  talak  terhadap

Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  72  dan  Pasal  84

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009,  maka  Panitera  Pengadilan  Agama  Tenggarong  mengirimkan  salinan

penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan  Kecamatan  tempat  dilangsungkan  perkawinan  dan  Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  yang  mewilayahi  tempat

tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dalam  petitumnya  angka  (3)  mohon

kepada  Majelis  Hakim  untuk  membebankan  biaya  perkara  menurut  hukum,

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah

tidak ada sengketa  tidak  ada  perkara  dan  tidak  ada perkara  tanpa adanya

biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka

segala  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini  dibebankan  kepada  Pemohon

sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagai  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Agama;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta

dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  dengan  resmi  dan  patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;  

3. Memberi  izin  kepada Pemohon (PEMOHON)  untuk menjatuhkan talak

satu raj'i  terhadap Termohon (TERMOHON)  di  depan sidang Pengadilan

Agama Tenggarong;  

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp  920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);  
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Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Tenggarong  pada  hari   Jumat,  tanggal  18  Februari  2022  Masehi

bertepatan dengan tanggal  17 Rajab 1443 Hijriah oleh Rusdiana, S.Ag., M.H.

sebagai Ketua Majelis, Muhlis, S.H.I., M.H. dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H.,

M.H., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

para  Hakim Anggota  tersebut,  dan didampingi  oleh  Mahyani,  S.Ag. sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota, 

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Rusdiana, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahyani, S.Ag.
Perincian biaya :

1  Biaya PNBP Rp      60.000,00 

 2  Proses Rp      50.000,00 

 3  Panggilan Rp     800.000,00 

 4  Meterai Rp      10.000,00 

    Jumlah Rp    920.000,00
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